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PERATURAN

NOMOR : PER- 924 JAIJA/ 96/2009

TENTANG|| i |

PENGGABUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG DI }SUNGAI DAREH
KE DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PULAU
PUNJUNG DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI MUARA LABUH KE
DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAF SAAN NEGERI ,HADANG ARO

DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.

o

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK lfNDONESIA,

: a. bahwa dengan telah -diberituk dan beroperasinya Kejaksaan' '
Negeri Pulau Punjung pada aerah Tingkat |l Kabupaten

Dharmasraya, yang daerah h kumnya antara lain meliputi
Sungai Dareh dan Kejaksaan Negeri P dang Aro pada
Daerah Tingkat Il Kabupaten |Solok Sela an yang daerah
hukumnya antara lain meliputi| Muara Lab } maka Cabang

Kejaksaan Negeri Sijunjljng dj Sungai|Dareh dan Cabang
Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh men| Idi}tidak efektif;

. bahwa untuk menjamin terciptanya tugas-fugas p‘en‘egakan

dan pelayanan hukum kepada ‘masyarakat yang efisien dan
efektif maka perlu menggabungkan Cabang Kejaksaan Negeri.
Sijunjung di Sungai Dareh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Cabang Kejaksaan
Negeri Solok d Muara Labuh ke dalam Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Negeri Padang Aro;

. bahwa berdasarkan pehimbahgan sebagéimaria dimaksud

pada huruf a dan b, tersebut diatas perlu menerbitkan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang
Penggabungan Cabang K%aks 1an Negeri Sijunjung di Sungai
Dareh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja |Kejaksaan Negeri
Pulau Punjung dan Cabang Kejaksaan Neg i Solok di Muara
Labuh ke dalam Organisaksi dan Tata Kerja|Kejaksaan Negeri

Barat dengan .melakukan| perybahan atas| Peraturan Jaksa

‘Padang Aro dalam daerah| hukym Kejaksaa Tinggi Sumatera
Agung Republik Indonesia Ngmor : PER %0/A/JA/10/2008

tanggal 20 Oktober 2003 pada Lampiran| | Daftar Nama
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Gabang Kejaksaan
Negeri di Seluruh Indonesia dan Bagan Organisasi Kejaksaan
Negeri Sijunjung. ‘ f f :



U

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

| | |

5 ‘ i

| bl

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan

- Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan

Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Repubt\ll( |nﬁ_onesia Tahun 2003 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348), : '

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran|Negara Republik
Indonesia Nomor 4594); | 7

3. Keputusan Presiden Républ}ik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999
tentang” Susunan Organisasi 'fian Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia; ‘ | |

4. Keputusan Presiden Republ’ik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pembentukan jaksaan Negeri| Suka Makmue,
Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi,
Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaa Négeri Padang
Aro, dan Kejaksaan Negeri! ingaparna. | !

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia- Nomor KEP-
115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah, |terakhir dengan
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-
558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;

P Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/ :

A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue dan Kejaksaan
Negeri Blangpidie dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi
Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi
dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,
Kejaksaan Negeri Pulau |Punjung dan Kgejaksaan Negeri
Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan| Tinggi Sumatera
Barat, dan Kejaksaan Negeri Singaparna dalam daerah hukum

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. J

Kondisi geografis .dan ana_lié yuridis padé gderah Tingkat Il

Kabupaten Dharmasraya dan Daerah Tingka't ] KaBupaten Solok

Selatan yang disampaikari oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat dalam suratnya Nomor B-685/N.3/Cp.1/03/2009
tanggal 16 Maret 2009 dan Nomor : B-686/N.3/Cp.1/03/2009

tanggal 16 Maret 2009. ] | |
MEMUTUSKAN

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGGABUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI

“SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH KE DALAM ORGANISASI

DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG
DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI MUARA

'LABUH KE DALAM ORGANISASI DAN, TATA KERJA

KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO DALAM DAERAH
HUKUM KEJAKSAAN TINGG| SUMATERA BARAT.

i
|




1).

2).

3).

4),

Pasal | L

Menggabungkan Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai |Dareh ke dalam
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di PLIE@u Punjung dan
Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Mura Labuh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Negeri Padang Aro di Padang Aro dalam dgerah hUKEUm ej;aksaan Tinggi

Sumatera Barat. i ‘ i |

! , He
Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lin kup kewenangan Kejaksaan
Negeri Pulau Punjung pada saat ditetapkannya peraturan ini, dan sudah ditangani
Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh tetapi belum! dilimpahkan ke
Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pulau Punjung,
perkara pidana dan perkara lainnya yang menjddi Ii'n?gkup kewenangan Kejaksaan
Negeri Padang Aro pada saat ditetapkannya peraturan ini, dan sudah ditangani
Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh tetapi belum dilimpahkan ke
Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Aro.

Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maquu'n tak bergerak

Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh menjadi aset Kejaksaan

Negeri Pulau Punjung dan semua pegawai dan barang inventaris baik barang

bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksdan Sblok di Muara Labuh menjadi
I

aset Kejaksaan Negeri Padang Aro.

Merubah ketetapan dalam Lampiran | Peraturan Jaksa Agung Rebublik Indonesia
Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Daftar Nama Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Ne eri di Seluruh Indonesia pada
angka Romawi Il Kejaksaan Tinggi Sumatera. Bargt lajur 7( Cabang Kejaksaan
Negeri semula : ! L :

No. | KEJAKSAAN TINGGI | _No_ | KEJAKSAANNEGER! | TIPE | No | CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1 GRS 4 : 5 | 6 T
| :
Il | SUMATERABARAT | 1 | PADANG A
DI PADANG 2 | BUKITTINGGI A
3 | PAYAKUMBUH B | 1 | PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
2 | PAYAKUMBUH DI SULIKI
4 | PARIAMAN B
5 | SAWAHLONTO 8 b : i
6 | SOLOK B | 3 | SOLOKDIMUARALABUH
, ‘ 4 | SOLOK DI ALAHAN PANJANG

7 | PADANGPANJANG | " B f _
8. | BATUSANGKAR _ :
9 | LUBUK SIKAPING 8 | LUBUK SIKARING DI TALU
10 | PAINAN 6 | PAINAN DI BALAI SELASA
11 | SIJUNJUNG - 7 | SWUNJUNG DI|SUNGAI DAREH
12 | LUBUK BASUNG '8 | LUBUK BASUNG DI MANINJAU
13 | TUA PEJAT B | ‘
14 | SIMPANG EMPAT B |
15 | PULAU PUNJUNG B |
16 | PADANG ARO .

Menjadi : .....



Menjadi :

TIPE |. No

CABANG KEJAKSAAN NEGERI

No. | KEJAKSAAN TINGGI | No | KEJAKSAAN NEGERI
1 i 3 4 5 6 7
Il | SUMATERABARAT | .1 | PADANG A% :
DI PADANG | 2 | BUKITTINGGI A ‘ :
3 | PAYAKUMBUH B' 1|. | PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
, 2| | PAYAKUMBUH DI SULIKI
4 | PARIAMAN B ‘
5 | SAWAHLUNTO B
6 |-SOLOK B 3| | SOLOK DI ALAHAN PANJANG
7 | PADANG PANJANG B e
8 | BATUSANGKAR } ‘ :
9 | LUBUK SIKAPING ‘ . | |
10 | PAINAN (4 | PAINAN :[FJ BALAI ﬁELASA
11 | SWJUNJUNG , B '] [ I l |
12 | LUBUK BASUNG 5 | LUBUK BASU*G DI MANINJAU
13 | TUAPEJAT B : »
14 | SIMPANG EMPAT B | 6 | SIMPANG EMI{JAT DI TALU
15 | PULAU PUNJUNG B |
16 | PADANG ARO q |

BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

5). Merubah Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Sijunjung semula :

KEPALA KEJAKSAAN NEGER
] ;

e

SUB BAGIAN ~ SEKS SEKSI TINDAK SEKSI TIND SEKSI PERDATA
PEMBINAAN INTELWEN PIDANA UMUM PIDANA KHUSUS W %\2 gé& .
: — | |
URUSAN SUB SEKSI SOSIAL SUB SEKSI PRA SUB SEKS! -
KEPEGAWAIAN ] DAN POLTIK | | PENUNTUTAN [ PENYIDKAN [
URUSAN -
$UB SEKSI SUB SEKSI SUBSEKSI
KEUANGAN EKoNoM DAN | |- | PENUNTUTAN PENUNTUTAN PEMERIKSA
MONETER :
URUSAN : L
PERLENGKAPAN [ _ l !
- SUB SEKSI ;
PRODUKSIDAN || |
URUSAN - SARANA INTELWEN !
TATAUSAHADAN ||
PERPUSTAKAAN




Menijadi :

BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SUB BAGIAN : SEKSI SEKSI TINDAK SEKSITINDAK SEKSI PERDATA
PEMBINAAN INTELWEN * PIDANA UMUM PIDANA KHUSUS " DANTATA
— : ; , { —— USAHA NEGARA
URUSAN SUB SEKSI SOSIAL susseksi PRA | ||l [ ]| suesexsi }
KEPEGAWAIAN [ DAN POLTIK [ | PENUNTUTAN T PENYIDIKAN | [ |
: Al |
: ‘ i |
. !
e L SUB SEKSI SUB SEKS| SUB SEKS! ‘
EKONOMI DAN | | | PENUNTUTAN |— PENUNTUTAN  [—
MONETER e |
URUSAN
PERLENGKAPAN [
SUB SEKS!
_ PRODUKSIDAN || 4
URUSAN SARANA INTELWEN ‘
TATAUSAHADAN || |
PERPUSTAKAAN

6). Penempatan para pejabat Struktural, Jaksa Fungsional ‘dan Staf kedua Cabang
Kejaksaaan Negeri tersebut di atas pada induk Kejaksaan Neg?ri masing-masing
akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Jaksa hgunb RI. !

7). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Organisasi dan Tata Kerja ¢abang Kejaksaan
Negeri Sijunjung di Sungai Dareh dan Cabang| Kejaksaan Negeri Solok di Muara
Labuh dihapuskan dan di Seluruh Indonesia terdapat 87 Cabang F ejaksaan Negeri.

: Pasal I ,
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditet;fpka dan apabila (di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagajmana mestinya. | ,

Ditetapkandi, : Jak a;rf a
Pada talbggalif - 22 Junlii 2009.

G REPUBLIK INDONESIA

'LEMBAR KONTROL

ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN
No. | PEJABAT PAFAF TANGGAL |
1- Sesjam Bin ! - . 07 ! ‘ :
2 f Rero e % g HENDARMAN SUPANDJI
3 Kabag 7 1094- 05'64 : i =y
4. Kasubbag : 9\0 04 -0b-08 '
5. Pelaksana 7‘ g9-~a -o_§ ?
6. | Pengetik’ N\~ |89- éb_qg




